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BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM,

ASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA

YTH. 	SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUNINGAN.
YTH. 	SDR. BUPATI, WAKIL BUPATI  KUNINGAN, BESERTA FORUM KOMUNIKASI 
PIMPINAN DAERAH;
YTH. 	SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI DAN KETUA PENGADILAN AGAMA 
KUNINGAN.
YTH. 	SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, KEPALA DINAS INSTANSI, BADAN, 
BAGIAN, KANTOR, CAMAT, DAN INSAN PERS.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG BERBAHAGIA
	SEBAGAI AWAL PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD KABUPATEN KUNINGAN, KAMI MENGAJAK KEPADA HADIRIN UNTUK MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT. DENGAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, KITA DAPAT BERSAMA-SAMA MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT.
	SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA TETAP TERCURAHLIMPAHKAN KEPADA JUNGJUNAN KITA NABI BESAR NABI MUHAMMAD SAW, KEPADA KELUARGANYA, KEPADA PARA SAHABATNYA DAN KEPADA KITA SEMUA SELAKU UMATNYA. AAMIIN YA ROBBAL ‘ALAMIN
	KAMI MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025.
	DI BULAN JULI INI IZINKAN KAMI ATAS NAMA FRAKSI PARTAI GOLKAR MENGUCAPKAN SELAMAT HARI BHAYANGKARA KE-80 TAHUN,
SEMOGA POLRI SENANTIASA MENJADI GARDA TERDEPAN DALAM MENJAGA PERSATUAN, MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM, SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN YANG HUMANIS, PROFESIONAL, DAN BERINTEGRITAS DEMI KEMAJUAN INDONESIA.
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG BERBAHAGIA

	MENANGGAPI PENGANTAR BUPATI MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025 YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI PADA TANGGAL 29 JUNI 2026, MAKA IZINKAN FRAKSI PARTAI GOLKAR MENYAMPAIKAN PANDANGAN DAN TANGGAPAN SERTA CATATAN.
	MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD MERUPAKAN BAGIAN DARI SIKLUS PROSES PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN APBD, PERSETUJUAN RAPBD OLEH DPRD, PENGESAHAN APBD OLEH PEMERINTAH PROVINSI, PENETAPAN MENJADI APBD, DAN PELAKSANAAN APBD SAMPAI DENGAN PERUBAHAN APBD SELESAI DILAKUKAN. SECARA NORMATIF, MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD MERUPAKAN SUATU RANGKAIAN PROSEDUR PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH INSTANSI-INSTANSI YANG MEMILIKI FUNGSI PENGAWASAN ANGGARAN, ANTARA LAIN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK), PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. DALAM KONTEKS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD MERUPAKAN BENTUK PENGAWASAN DEMI TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BAIK SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.
	SELAIN ITU, SEGALA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI APBD OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN SUDAH SEHARUSNYA MENGACU PADA TUJUAN/VISI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KUNINGAN.
	FRAKSI PARTAI GOLKAR MEMANDANG BAHWA UPAYA PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT ADALAH ORIENTASI DAN TUJUAN UTAMA DALAM PEMBANGUNAN. SEHINGGA SETIAP RUPIAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN HARUS BERBANDING LURUS DENGAN CAPAIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KUNINGAN.



RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG BERBAHAGIA

	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 INI MERUPAKAN GAMBARAN TENTANG HASIL DAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN SELAMA TAHUN 2025, BERUPA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL YANG TELAH DIAUDIT OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK).
	SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA CAPAIAN HASIL DAN KINERJA PADA TAHUN 2025 TELAH MENDAPATKAN PENGAKUAN DAN PENILAIAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BPK. FRAKSI PARTAI GOLKAR MEMBERIKAN APRESIASI SETINGGI-TINGGINYA KEPADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BESERTA SELURUH JAJARANNYA KARENA DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN OPINI BPK BISA KEMBALI KEPADA PERFORMA OPINI WTP, KAMI MENILAI MENAIKKAN OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DARI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP)  KE WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) MERUPAKAN PEKERJAAN YANG MENANTANG DAN MEMBUTUHKAN KERJA KERAS, DALAM KONDISI TERSEBUT PEMERINTAH DAERAH HARUS BENAR-BENAR MEMPERBAIKI TATA KELOLA KEUANGANNYA DARI NOL DENGAN KOMITMEN PENUH DARI PIMPINAN DAN SELURUH JAJARANNYA. 
SELAIN DARI ITU, FRAKSI GOLKAR MENCATAT BAHWA PADA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN BERHASIL MENOREHKAN PRESTASI GEMILANG, DIANTARANYA ADALAH :
1. PINUNJUL AWARD ATAS KEBERHASILAN PENGENDALIAN INFLASI;
2. PERINGKAT II DALAM PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT;
3. PENGHARGAAN PENINGKATAN KINERJA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH);
4. PENGAKUAN SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN MELALUI ANUGRAH RAKSA PRASADA.
BERBAGAI PENGHARGAAN TERSEBUT MENJADI BUKTI NYATA DARI KOMITMEN, DEDIKASI, DAN KERJA KERAS JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM MELAYANI MASYARAKAT DAN MEMAJUKAN DAERAH. DERETAN PRESTASI TERSEBUT SEJALAN DENGAN VISI KUNINGAN MELESAT (MAJU, EMPOWERING, LESTARI, AGAMIS DAN TANGGUH). UNTUK ITU KAMI MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN BESERTA JAJARANNYA TERHADAP PENCAPAIAN PRESTISIUS TERSEBUT, HARAPAN KAMI CAPAIAN DI TAHUN 2025 INI HARUS MENJADI MOTIVASI UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG LEBIH PRIMA.
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG BERBAHAGIA
	SELANJUTNYA KAMI SAMPAIKAN BEBERAPA HAL YANG MENJADI PERHATIAN DAN CATATAN KAMI SEBAGAI BERIKUT :
A. PENDAPATAN 
PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 2.825.095.691.730,00 TEREALISASI SEBESAR RP. 2.641.478.075.841,00, ATAU MENCAPAI 93,50% DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN, TERDIRI DARI : 
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 479.049.942.113,00 TEREALISASI SEBESAR RP. 379.880.122.607,00 ATAU MENCAPAI 79,30% DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.
PAD DARI SEKTOR PAJAK TAHUN ANGGARAN 2025 DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 235.353.291.920,00, HANYA TEREALISASI SEBESAR RP. 206.740.087.067,00  ATAU HANYA MENCAPAI 87,84%. DARI 8 JENIS PAJAK ADA 3 JENIS PAJAK YANG PENCAPAIANNYA MELEBIHI 100% YAITU PAJAK REKLAME SEBESAR 100,75%, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBESAR 100,16% SERTA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) SEBESAR 101,21%. DARI SELURUH AKUN PAJAK DAERAH , TERDAPAT 2 AKUN DENGAN PENCAPAIAN TARGET TERENDAH YAITU PAJAK MBLB SEBESAR 25% DAN PAJAK AIR TANAH SEBESAR 44,81%. 
UNTUK MENGATASI TIDAK TERCAPAINYA TARGET PAJAK AIR TANAH, FRAKSI PARTAI GOLKAR MENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN LANGKAH LANGKAH DIANTARANYA DENGAN : 
1) PEMBAHARUAN DAN DIGITALISASI DATABASE, PENDATAAN ULANG (SENSUS) KHUSUSNYA PADA SEKTOR KOMERSIL SEPERTI PERUSAHAAN, HOTEL, RESTORAN DAN LAUNDRY;
2) OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM;

3) TERUS MELAKUKAN SOSIALISASI DAN EDUKASI UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK TENTANG PENTINGNYA PAJAK AIR TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PAD DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN;
4) SEBAGAI ANTISIPASI UNTUK MENCEGAH PENURUNAN PERMUKAAN TANAH DAN SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN LAINNYA AGAR MENGGUNAKAN FORMULA PROGRESIF : MENGATUR TARIF PAJAK SECARA PROGRESIF AGAR BIAYA PENGAMBILAN AIR TANAH LEBIH MAHAL DIBANDINGKAN AIR PERPIPAAN. 
MOHON TANGGAPAN SDR BUPATI.

PAD DARI SEKTOR RETRIBUSI DAERAH DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 214.168.071.922,00 TEREALISASI SEBESAR RP. 145.129.338.536,00 ATAU 67,76%. KONDISI TERSEBUT JIKA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN ANGGARAN 2024 REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI MENGALAMI KENAIKAN YANG SANGAT SIGNIFIKAN SEBESAR 521,23%, HAL TERSEBUT KARENA MENINGKATNYA PENDAPATAN DARI RETRIBUSI JASA UMUM YAITU RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN SEBESAR 1.045%. KENAIKAN TERSEBUT DISEBABKAN PENCATATAN PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BLUD PADA TAHUN 2024 DICATAT DI LAIN-LAIN PAD YANG SAH, SEDANGKAN TAHUN 2025 DI CATAT SEBAGAI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH SESUAI AMANAT PERDA KABUPATEN KUNINGAN NO 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. 
CAPAIAN TERENDAH DALAM RETRIBUSI JASA UMUM YAITU RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DARI TARGET SEBESAR RP. 1.000.000.000,00 REALISASI HANYA SEBESAR RP. 644.966.000,00. SALAH SATU PENYEBABNYA ADALAH KARENA KURANGNYA PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN PARKIR. FRAKSI PARTAI GOLKAR MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK BISA BERTINDAK TEGAS TERHADAP PERILAKU-PERILAKU YANG MERUGIKAN PEMERINTAH DAN SEBAGAI UPAYA LAINNYA KAMI MEMINTA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENERAPKAN SISTEM DIGITALISASI DAN MENGOPTIMALISASIKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR. MOHON TANGGAPAN DAN PENJELASAN!


FRAKSI PARTAI GOLKAR MEMBERIKAN APRESIASI ATAS REALISASI DARI PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN YANG BISA MENCAPAI TARGET 100% YAITU DARI PAM TIRTA KAMUNING, BANK KUNINGAN, BANK JABAR, KECUALI DARI PDAU DAN PT LKM.  FRAKSI KAMI MEMINTA KEPADA SDR BUPATI BESERTA JAJARANNYA :
A. AGAR BERKONSENTRASI TERHADAP KEMAJUAN PT LKM DAN PDAU YANG DARI SEMENJAK KEBERADAANNYA MINIM BERKONTRIBUSI DAN BAHKAN ADA YANG BELUM PERNAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI PADA PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN. MOHON TANGGAPAN SDR BUPATI! 
B. UNTUK LEBIH  MENINGKATKAN PERAN DAN KAPASITAS PERUSAHAAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KUNINGAN, FRAKSI PARTAI GOLKAR MEMINTA SDR BUPATI MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH  STARTEGIS MEMBANGUN EKOSISTEM KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN MEWAJIBKAN INSTANSI, LEMBAGA, PROYEK DAERAH DAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN  LAYANAN PERBANKAN BANK KUNINGAN, SINERGI INI MEMBERIKAN BASIS NASABAH YANG SANGAT STABIL SEHINGGA FUNGSI INTERMEDIASI BANK KUNINGAN SEMAKIN BAIK DAN KEBERADAAN BANK KUNINGAN DAPAT LEBIH DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT DAN PADA AKHIRNYA BANK KUNINGAN DAPAT MENINGKATKAN PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN.  MOHON TANGGAPAN SDR BUPATI!. 

PADA TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DARI LAIN-LAIN PAD YANG SAH DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 22.861.527.620,00 TEREALISASI SEBESAR RP. 21.343.646.363,00 ATAU 93,36%. DARI JUMLAH 8 JENIS LAIN LAIN PAD YANG SAH CAPAIAN TERENDAH ADALAH DARI PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH YAITU HANYA TERCAPAI SEBESAR 4,71%. FRAKSI PARTAI GOLKAR MEMINTA AGAR PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN IDENTIFIKASI KELEMAHAN DAN KENDALA YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA REALISASI, SERTA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENAGIHAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS. MOHON TANGGAPAN DAN PENJELASAN!

2. PENDAPATAN TRANSFER
PADA TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN TRANSFER DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 2.297.004,339,634,00 TEREALISASI SEBESAR RP. 2.214.606.677.935,00 ATAU 96,41%. PENDAPATAN TRANSFER PUSAT HANYA TEREALISASI SEBESAR 97% DAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH HANYA TEREALISASI 83,66% FRAKSI PARTAI GOLKAR MENCERMATI BAHWA TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENDAPATAN TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2025 ADALAH AKIBAT ADANYA KEBIJAKAN EFISIENSI BELANJA KE DAERAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (KMK) NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PEMYESUAIAN RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH  MENURUT PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2025 DALAM RANGKA EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN APBN DAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025, SEHINGGA DENGAN KEBIJAKAN TERSEBUT TERJADI PENURUNAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT SEBESAR RP. 131.681.655.118,00.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
PADA TAHUN ANGGARAN 2025 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 49.041.409.983,00 TEREALISASI SEBESAR RP. 46.991.275.299,00 ATAU 95,82% YANG BERASAL DARI DANA KAPITASI JKN PADA FKTP. TERKAIT DENGAN PENDAPATAN INI, FRAKSI PARTAI GOLKAR MEMINTA AGAR PEMERINTAH DAERAH KEDEPANNYA BISA LEBIH MEMFOKUSKAN PADA OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA TERSEBUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN EFISIENSI OPERASIONAL. MOHON TANGGAPAN!

B. BELANJA DAERAH
BERKENAAN DENGAN BELANJA DAERAH KITA TENTU SEPAKAT BAHWASANNYA BELANJA DAERAH SEYOGYANYA DIUPAYAKAN AGAR SENANTIASA SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH YANG DIARAHKAN PADA POLA PEMBELANJAAN YANG PROPORSIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF. 
SEMENTARA DALAM FAKTANYA, FRAKSI PARTAI GOLKAR MENILAI BAHWA STRUKTUR APBD KUNINGAN DARI TAHUN KE TAHUN MENUNJUKKAN PORSI TOTAL BELANJA MODAL JAUH LEBIH KECIL DIBANDING PORSI BELANJA OPERASI. HAL INI MENGGAMBARKAN MASIH LEMAHNYA PORSI ANGGARAN DALAM HAL KEMAMPUAN UNTUK PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.
BERDASARKAN LAPORAN REALISASI YANG KAMI  TERIMA, TERCATAT BAHWA BELANJA DAERAH TEREALISASI SEBESAR RP. 2.696.635.464.866,00 ATAU 92,37% DARI TARGET YANG DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 2.919.364.965.517,00 DENGAN RINCIAN : BELANJA OPERASI TERALISASI SEBESAR RP. 2.019.993.286.637,00 ATAU 90,44% DARI TARGET YANG DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 2.233.419.226.400,00. BELANJA MODAL TEREALISASI SEBESAR RP. 172.324.375.972,00 ATAU 95% DARI TARGET YANG DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 181.386.032.177,00. BELANJA TAK TERDUGA TERALISASI SEBESAR RP. 11.961.663.000,00 ATAU 99,68% DARI TARGET YANG DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 12.000.000.000,00 DAN BELANJA TRANSFER TEREALISASI SEBESAR RP. 492.356.139.257,00 ATAU HAMPIR MENCAPAI 99,96%. DARI TARGET YANG DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 492.559.707.000,00.
DENGAN DEMIKIAN, BELANJA DAERAH DI TAHUN 2025 LALU PORSI TERBESARNYA ADALAH MASIH PADA BELANJA OPERASI KHUSUSNYA PADA BELANJA PEGAWAI YANG TEREALISASI YAKNI SEBESAR RP. 1.306.448.630.259,00. 
TERKAIT REALISASI BELANJA MODAL, INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BERDASARKAN PEDOMAN DARI KEMENTRIAN KEUANGAN NILAI REALISASI PENYERAPAN DI ATAS 95% MENEMPATI KATEGORI TERTINGGI ATAU SANGAT BAIK DALAM INDIKATOR PENILAIAN KINERJA ANGGARAN, ANGGARAN YANG TERSISA 5% UMUMNYA DIANGGAP SEBAGAI PENGHEMATAN WAJAR YANG TERJADI KARENA PROSES LELANG, EFISIENSI HARGA PASAR, ATAU DISKON. NAMUN MESKIPUN DIANGGAP HEMAT, TANTANGAN PEMBANGUNAN SISA 5% INI TETAP PERLU DIEVALUASI KARENA DIKHAWATIRKAN TIDAK TEREALISASINYA SISA ANGGARAN INI DIAKIBATKAN OLEH GAGAL LELANG ATAU KETERLAMBATAN PENGERJAAN FISIK YANG BERLARUT LARUT. MOHON TANGGAPAN SDR BUPATI.	
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2025 DIREALISASIKAN SEBESAR RP. 11.961.663.000,00 ATAU 99,68% DARI ANGGARAN SEBESAR RP. 12.000.000.000,00. REALISASI TERSEBUT DIANTARANYA DIPAKAI UNTUK MEMBAYAR SISA DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT PERIODE TAHUN ANGGARAN 2015 – 2024 SEBESAR RP. 1.800.000.000,00. MOHON PENJELASAN SDR BUPATI, BERAPA SISA KEWAJIBAN PEMBAYARAN YANG BELUM DISELESAIKAN?
C. PEMBIAYAAN 
PENERIMAAAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 DIREALISASIKAN SEBESAR RP. 117.289.049.685,00 ATAU 98,34% DARI TARGET YANG DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 119.269.273.787,00 YANG TERDIRI DARI REALISASI PENERIMAAN SILPA TAHUN ANGGARAN 2024 SEBESAR RP. 20.269.273.787,00 DAN DARI REALISASI PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH SEBESAR RP. 97.019.775.898,00. SEMENTARA ITU, PENGELUARAN PEMBIAYAAN DIREALISASIKAN SEBESAR RP. 25.000.000.000,00 YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN CICILAN POKOK PINJAMAN DAERAH DARI BJB.

NERACA DAERAH 
JUMLAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 SEBESAR RP. 3.139.149.000,13, JUMLAH INI MENURUN DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH ASET TAHUN 2024 YANG BERADA PADA KISARAN ANGKA SEBESAR RP. 3.173.264.257.097,58. TERHADAP ASET TERSEBUT, FRAKSI KAMI BERPANDANGAN BAHWA DALAM PENGELOLAANNYA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN HARUS TERUS MENINGKATKAN PENGADMINISTRASIANNYA DENGAN BENAR, PASTIKAN ASET YANG TERCATAT DALAM NERACA SESUAI DENGAN KONDISI DAN KEBERADAAN ASET YANG SEBENARNYA. UNTUK ASET TETAP DAN ASET PROPERTI HARUS TERUS DIAMANKAN DENGAN BAIK SEHINGGA ASET-ASET YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN BUKTI-BUKTI KEPEMILIKAN DAN RINCIAN LOKASI DIMANA ASET ITU BERADA TIDAK TERJADI LAGI.  SEHINGGA HAL TERSEBUT TIDAK MENIMBULKAN RESIKO ASSET MENJADI HILANG SERTA DISALAHGUNAKAN. 

KEWAJIBAN 
KAMI MENCATAT BAHWA KEWAJIBAN PER 31 DESEMBER 2025 SEBESAR RP. 223.290.703.728,38, NILAI TERSEBUT MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR RP. 50.558.918.250,74 DIBANDING DENGAN KEWAJIBAN PER 31 DESEMBER 2024.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG BERBAHAGIA
SELAIN HAL-HAL YANG SUDAH DISAMPAIKAN DI ATAS, FRAKSI PARTAI GOLKAR MEMINTA TANGGAPAN DAN PENJELASAN HAL HAL SEBAGAI  BERIKUT:
1. FRAKSI PARTAI GOLKAR MEMINTA AGAR KINERJA OPD SEJALAN DENGAN SEMANGAT DAN UPAYA PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DAERAH.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERMASUK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS.
3. FRAKSI PARTAI GOLKAR MENEKANKAN PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN APBD
4. UNTUK MERINGANKAN BEBAN APBD, FRAKSI KAMI MENDUKUNG LANGKAH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJALIN KERJA SAMA PEMANFAATAN ASET ATAU SEWA ASET DENGAN PIHAK KETIGA AGAR ASET YANG POTENSIAL BISA DIJADIKAN PUSAT KEGIATAN UMKM, EKONOMI KREATIF ATAU RUANG PUBLIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG PADA PEREKONOMIAN MASYARAKAT. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MENGELOLA ASET DAN INVESTASI DAERAH JUGA HARUS TERUS DITINGKATKAN. MOHON TANGGAPAN BUPATI.
5. PELAYANAN BPJS KESEHATAN HARUS MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA, TERUTAMA TERKAIT PERSOALAN STATUS KEPESERTAAN MASYARAKAT YANG DINILAI MASIH MENIMBULKAN KENDALA DI LAPANGAN. PEMERINTAH DAERAH HARUS MEMASTIKAN JAMINAN KESEHATAN MERATA DAN WARGA TIDAK TERTOLAK SAAT MEMBUTUHKAN PERAWATAN MEDIS DARURAT. MOHON TANGGAPAN DAN PENJELASAN! 
6. PADA TAHUN 2025 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PENDUDUK KABUPATEN KUNINGAN MENCAPAI 7,59%... 7,78%, MENGALAMI PENURUNAN  SEBESAR 0,19%... 1,71% BILA DIBANDINGKAN DENGAN KONDISI TAHUN 2024, KONDISI TERSEBUT MENGINDIKASIKAN SEMAKIN BANYAKNYA ANGKATAN KERJA YANG DAPAT TERSERAP PADA PASAR KERJA. SEDANGKAN DARI SISI TINGKAT KESEMPATAN KERJA (TKK) DARI 92,22% PADA TAHUN 2024 MENJADI 92,41% TAHUN 2025, HAL INI MENUNJUKKAN PENYERAPAN ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA MENGALAMI KENAIKAN. FRAKSI PARTAI GOLKAR MEMBERIKAN APRESIASI TERHADAP KONDISI TERSEBUT, PEMERINTAH DAERAH HARUS BERUPAYA UNTUK TERUS MENINGKATKAN KEMAMPUAN EKONOMI KABUPATEN KUNINGAN UNTUK MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA. 
7. TINGKAT KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PADA TAHUN 2025 MASIH RENDAH, MASIH SANGAT BERGANTUNG PADA PENDAPATAN TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI. KONDISI TERSEBUT TENTU HARUS MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA AGAR SECARA BERTAHAP KITA HARUS BERUPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI KABUPATEN KUNINGAN SEHINGGA KETERGANTUNGAN EKONOMI DARI PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT PERLAHAN AKAN BERKURANG. 

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG BERBAHAGIA
SELANJUTNYA BERKENAAN DENGAN LHP BPK, BPK MENEMUKAN ADANYA KEKURANGAN-KEKURANGAN ANTARA LAIN POKOK-POKOK KELEMAHAN DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, TERHADAP REKOMENDASI BPK TERSEBUT KAMI MENGHIMBAU UNTUK SEGERA MENINDAKLANJUTI SELURUH REKOMENDASI YANG TERTUANG DALAM LHP BPK, KARENA REKOMENDASI TERSEBUT MERUPAKAN ARAHAN RESMI AGAR SELURUH JAJARAN BIROKRASI SEGERA MENYUSUN LANGKAH KOREKTIF.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG BERBAHAGIA  
DEMIKIAN PANDANGAN UMUM TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2025 KAMI SAMPAIKAN, SEMOGA BERMANFAAT. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA, SERTA MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN DALAM PENYAMPAIANNYA. HAL HAL YANG BELUM TERSAMPAIKAN DALAM PANDANGAN UMUM FRAKSI INI, AKAN KAMI BAHAS DI TAHAP BERIKUTNYA DI BADAN ANGGARAN.

BILAHI TAOFIK WAL HIDAYAH
WASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH

KUNINGAN, 03 JULI 2026
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
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